Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Open

Analisis kebijakan dan implementas pengenaan pajak penghasilan pasal
25 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ditinjau dari azas
keadilan: studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama Jakarta
Gambir Dua

Siti Lestari, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=116728& | okasi=lokal

Dalam upayanya untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan ekstensifikasi Wgjib Pajak
dan intensifikasi obyek pajak. Salah satu usaha ekstensifikasi dan intensifikasi tersebut adalah pemberian
Nomor Pokok Wajib Pajak di lokasi usahaterhadap Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai
lokasi usahadi sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau mal atau plaza atau kawasan
industri atau sentralainnya, serta kewajiban untuk membayar Pgjak Penghasilan Pasal 25 sebesar 2% dari
peredaranusahatiap bulan di masing-masing lokasi usaha tersebut, di mana pembayaran ini diperlakukan
sebagai pgak final.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan ini telah memenuhi azas keadilan. Di samping
itu juga ditujukan untuk mengetahui bagaimanaimplementasi kebijakan ini pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Gambir Dua. Pembuatan suatu kebijakan perpajakan harus memperhatikan azas-azas

perpg akan. Salah satu azas perpajakan yang harus dipegang teguh adal ah azas keadilan. Suatu pemungutan
pajak adalah adil, apabila orang-orang yang berada dalam keadaan ekonomis yang sama dikenakan pajak
yang sama, sedang orang-orang yang keadaan ekonomisnya tidak sama diperlakukan tidak sama, setara
dengan ketidaksamaannya itu. Apabila azas keadilan ingin diterapkan dalam sistem pajak penghasilan, maka
baik syarat keadilan horizontal maupun syarat keadilan vertikal harus dipenuhi. Tingkat keadilan (fairness)
yang tinggi dalam sistem perpajakan akan memicu setiap individu untuk patuh secara sukarela.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui
wawancara terhadap parainforman yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman terhadap Wajib Pgjak
Orang Pribadi pengusaha Tertentu. Informan dipilih dari pihak fiskus dan Wajib Pgjak. Dari pihak fiskus
wawancara dilakukan dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua, Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi, Kepala Seksi Ekstensifikasi, dan salah seorang petugas seks ekstensifikasi.
Selain itu kajian dokumentasi yang merupakan data sekunder juga dilakukan terhadap berbagai dokumen
yang relevan. Kewajiban pendaftaran di setiap lokasi usaha bagi Wajib Pgjak orang pribadi pengusaha
tertentu sebenarnya sudah tepat dan dapat membawa pada keadilan, tetapi adanya pengecualian bagi
pedagang kendaraan bermotor dan restoran menyebabkan timbulnya ketidakadilan. Selanjutnya pengenaan
Pajak Penghasilan Pasal 25 yang ditetapkan sebesar 2% dari peredaran bruto serta diperlakukan sebagai
pajak final jugatidak memenuhi azas keadilan dengan tidak terpenuhinyalima syarat keadilan horizontal
dan dua syarat keadilan vertikal.

Pada tingkat implementasi, ketidakadilan tersebut membawa kepada banyaknya ketidakpatuhan pada
kebijakan ini. Dari sisi kantor pajak, lemahnyalaw enforcement, yang antaralain ditandai dengan tidak
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adanya sanksi bagi Wajib Pagjak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai kebijakan ini, juga memiliki
andil dalam membuat ketidakpatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya ketidakpatuhan ini dapat membawa pada
ketidakadilan dalam implementasi peraturan, karena Wajib Pajak yang berada dalam kondisi sama mendapat
perlakuan perpajakan yang berbeda.

<hr>

In its effort to increase the income tax, the government has conducted taxpayers expansion and tax base
intensification. One of the expansion and intensification effort isto give Taxpayer |dentification Number
(NPWP) to each of certain entrepreneur person having shop in atrading or shopping centre or stores or mall
or plaza or industrial areaor other centre, as well as the obligation to pay income tax Article 25 at 2% of
gross revenue per month in respective business location. The payment is treated as final tax.

This research is made to find out whether this policy has met the requirement of equity principle. In addition
it is aso aimed to recognize how the implementation of this policy at Pratama District Tax Office of Jakarta
Gambir Dua. Determining atax policy should comply with taxation principles. One of the tax principles that
must be obeyed is the equity principle. A tax collection is considered fair if those who are in equal economic
condition were imposed with equal tax, while those who are in unequal economic condition were treated
unequal, relative to its difference. If equity principle would be applied in income tax system, then both
horizontal equity requirements and vertical equity requirements should be fulfilled. The high fairness level
in tax system will motivate every taxpayer to comply voluntarily.

This research used descriptive qualitative method. Primary data collection was conducted through interview
with informants having knowledge and experience on individual taxpayer of certain enterpreneurs.
Informants were selected from tax officers and taxpayers. Interview with the tax officers were conducted
with the Head Officer of KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, head of supervision and consultancy section,
head of expansion section, and one of the expansion section officer. In addition documentation evaluation
representing secondary data was also conducted on various documents. The obligation to register for each
business location for individual taxpayer of certain entrepreneur actually is proper and can direct to equal
treatment, but the fact that motor vehicle and restaurant enterpreneu were excluded from this obligation
make it become unfair. Further the imposition of income tax Article 25 at 2% of gross revenue and treated
asfinal tax does not fulfill equity principle, in the way that it does not fulfill five requirements of horizontal
equity and two requirements of vertical equity.

In implementation level, the inequality can caused much incompliance with this policy. From the tax office
side, the weakness of law enforcement, among of them sindicated by none penalty for the tax violator
pursuant to this policy, also contribute in creating taxpayer incompliance. Further this incompliance may
caused unfairness in policy implementation, because taxpayer in similar condition get different treatment in
tax area.



